
 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

                  NOMOR  480/01757/SET 552/ 3970 

 
TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola 

secara optimal; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu menunjuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu 

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET    

 

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp.(0274) 562811 Ext.1117-1122 Fax. (0274) 564544  

Website : http://bpka.jogaprov.go.id Kode Pos 55213 

http://bpka.jogaprov.go.id/


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi; 

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset; 

13. Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Daerah. 

 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di 

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran 

keputusan ini. 

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA untuk : 

1.Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta 

pelayanan informasi di satuan kerjanya; 

2.Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala 

maupun insidentil berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik 

disatuan kerjanya. 

 

KETIGA : Fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA: 

1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di 

bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi : informasi yang wajib 



disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib 

disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap 

saat; 

2. lnventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori Informasi yang 

dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya; 

3. Pengolahan dan penyediaan informasi publik serta penyimpanan dokumen 

yang diperoleh di satuan kerjanya; 

4. Penyelesaian sengketa informasi publik di satuan kerjanya; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan informasi dan 

dokumentasi serta pelayanan informasi publik; 

 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbut akibat dikeluarkannnya keputusan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2023. 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini 

akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta     
pada tanggal 4 Januari 2023 

 
 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth 

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika DIY 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 

 
NOMOR :  480/0717/SET 

TANGGAL :  4 Januari 2023 

 

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NO Jabatan Dalam PPID Pembantu Nama/Jabatan Dalam Instansi 

1. Atasan PPID Pembantu Kepala BPKA DIY 

2. PPID Pembantu Sekretaris BPKA DIY 

3. Sekretaris Katimja Program 

4. Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi  Kepala Subbag Umum 

5. Urusan Dokumentasi dan Arsip Pranata Kearsipan 

6. Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi Katimja Keuangan 

7. Anggota Analis Sistem Informasi 

 

                                                            

                                                                  


